LEGAL SOLUTION & CO REGISTRASI

ITS Tower 6 Floor Unit 2 Niffaro Park No. 141-02-12-36/PHPU.DPR-

JI. Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan 12510 Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024
Jam 11400 WIB

A S L I Jakarta, 26 Maret 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepangjang Menyangkut Perolehan
Suara Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Intan Jaya 3.

Kepada Yth:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . AKULIUS WIDIGIPA

Pekerjaan/Jabatan : Swasta

Warga Negara : WNI

Alamat . Bugalaga, RT 000, RW 000, Kelurahan/Desa Bugalaga,

Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi

Papua.

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Amanat
Nasional (PAN) di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi
Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 dalam hal ini
memberikan kuasa kepada:
1. Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H.
Ferimon Bakri, S.H.
Fahmi Sungkar, S.H., M.H.
Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H.
Thya Ulumudin, S.H.
Regio Alfala Rayandra, S.H.

AN S
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kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Legal Solution &
Co berkedudukan di ITS Tower 6% Floor, Unit 2, Niffaro Park, Jl. Raya Pasar
Minggu KM 18, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi
Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta

Pusat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan
perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional,
peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU
kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam
perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang
penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara
nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya
calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
(Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara
nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024,
sepangjang Menyangkut Perolehan Suara Untuk Calon Anggota DPRD
Kabupaten Dapil Intan Jaya 3; [Bukti P-1]

f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah

Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a guo.
II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ UU MK, Pemohon adalah
partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74
ayat (2) huruf ¢ UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap
penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh
Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik
peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan
huraf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan
DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA,
DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal
yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketua

. Umum  dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai
Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);

¢. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562
Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023,
Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Daerah
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pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun
2024 Nomor Urut 2 dari partai politik Partai Amanat Nasional (PAN);
d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon 4 guo;
IIl. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu,
dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu
paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan
penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU;

b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB;

c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara
nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024
2024, pukul 20.56 WIB;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang
diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan
kursi anggota DPRD Kabupaten Daerah pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten
Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten) menyandingkan dan
menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan
Pemohon (DPRD Kabupaten) pada Dapil Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya
Provinsi Papua Tengah yang dimohonkan sebagai berikut:
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No. Nama Calon Anggota DPRD Perolehan Suara Selisih
Urut Kabupaten
Termohon | Pemohon
12 | Partai Amanat Nasional
1. | Tenos Nulini 0 0 0
2. | Akulius Widigipa, SM| 0 3.744 3.744
(Pemohon)
3. | Nelli Elisabet Kudiai 0 0 0
4. | Benyamin Pujau, S.Pt 0 0 0
5. | Fiktor Agimbau 0 0 0
6. | Aprilia Wijayanti 0 0 0
7. | Otoniel Wogoipa 0 0 0
8. Juminar Maizeni 0 0 0
9. | Tomas Agimbau 5.147 1.403 3.744
[Vide Bukti P-2 s/d P-14]

Bahwa lebih rinci dapat Pemohon sampaikan terkait Perolehan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan Jaya 3 Kabupaten Intan
Jaya Provinsi Papua Tengah khususnya Perolehan Suara Caleg Atas Nama
Akulius Widigipa Nomor Urut 2 Partai Amanat Nasional (PAN) pada 5 (lima)
Desa sebagai berikut:

TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG DIDUGA DIALIHKAN
OLEH PPD DISTRIK MBIANDOGA KABUPATEN INTAN JAYA

NO. KELURAHAN/DESA DAN PEROLEHAN SUARA
SAH
NAMA TPS
BUGALAGA
1. |TPS01IWITADI1 291
2. | TPS 02 JAMANINGGOE 1 298
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3. | TPS03 HALAMAN SD 292

4. | TPS 04 HOGANGGOEGA 1 285

5. | TPS 05 KUGUMANITADI 290

6. | TPS 06 JAMANINGGOE 2 294

7. | TPS 07 HALAMAN GEREJA 290

8. | TPS 08 IWITADI 2 287

9. | TPS 09 HOGANGGOEGA 2 289

10. | TPS 10 BUGALAGA 289

11. | TPS 11 UNDUTAMBUGA 241

12. | TPS 12 SINDATADI 228
ULAR MERAH

13. | TPS 02 GITAWA 5
ANEYA

14. | TPS 02 SIMBIGAWA 294
TAMBATADI

15. | TPS 03 NDABATADI b
MBIANDOGA

16. | TPS 02 TOGAI 10

[Vide Bukti P-2 s/d P-14]

Bahwa menurut Pemohon selisih suara a guo, diakibatkan adanya

penghilangan/perampokan suara Pemohon sebanyak 3.744 suara oleh oknum
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Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang
diduga dialihkan kepada calon lain dalam satu partai.

Bahwa selain terkait dengan selisih suara, dalil-dalil Pemohon dalam
permohonan a quo juga menyangkut proses penyelenggaraan Pemilu yang
tidak mencerminkan asas luber dan jurdi sesuai amanat peraturan perundang-

undangan yan akan Pemohon sampaikan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan di Kabupaten
Intan Jaya masih menggunakan sistem noken/ikat sebagaimana Keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 66 Tahun
2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara dalam Pemilihan Umum. Terdapat 11 wilayah yang akan mengikuti
pemilu dengan metode Noken, salah satunya adalah Kabupaten Intan Jaya;

2. Bahwa sistem noken/ikat tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, yang pada pokoknya
menyatakan memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di
kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan
pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau
aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-
32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa sistem
noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini
menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu
daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah

tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;

3. Bahwa sekalipun demikian sebagai sebuah negara hukum yang
demokratis, pelaksanaan Pemilu menggunakan sistem noken/ikat juga
harus tunduk pada perturan perundang-undangan yang berlaku in casu
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum jo.
Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
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Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan

Umum;

4. Bahwa pada fakatnya pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya
khususnya di desa/kampung atau distrik sebagaimana yang Pemohon
dalilkan sangat jauh bahkan bertentangan dengan aturan hukum
sebagaimana disebutkan di atas. Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan
telah melanggar asas-asas dalam Pemilu yaitu asas luber dan jurdil
sebagaimana amanat konstitusi. Diantara fakta-fakta yang terekam dalam
penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya selengkapnya akan

diuraikan di bawah ini;

5. Bahwa persoalan krusial dalam penyeleanggaraan Pemilu di Kabupaten
Intan Jaya dimulai dengan keterlambatan logistik Pemilu. Menjelang
minggu tenang munuju Pemilu 14 Februari 2024, tepatnya tanggal 12
Februari 2024, pendistribusian logistik baru dilakukan oleh Penyelenggara
Pemilu berkerja ama dengan pihak ketiga yang menangani logistik
mengunakan tranportasi udara dari bandara Nabire ke 8 (Delapan) Distrik
di Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Pendistribusian
logistik masih berlanjut sampai tanggal 14 Februari 2024, namun sebagian
logistik belum sampai di 8 Distrik khususnya di Distrik Agisiga, Biandoga,
Tomosiga, Hitalipa, Ugiba, Wandae, Homeo dan Sugapa sebagai Ibu Kota
Intan Jaya. Atas dasar itu, pemilihan dilakukan setelah lewat dari tanggal
14 Februari 2024;

6. Bahwa pada faktanya apakah dikarenakan logistik Pemilu belum tiba atau
memang sengaja dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,
banyak formulir yang diperlukan untuk pemungutan suara dan
rekapitulasi tidak ada. Ada dugaan diantaranya dihiliangkan oleh sejumlah
oknum PPD, sehingga di hampir seluruh TPS di delapan distrik  quo tidak
ditemukan formulir pungut hitung dan rekapitulasi. Salah satunya yang
paling krusial adalah tidak ditemukannya C. Hasil di setiap TPS;

7. Bahwa akibat tidak adanya formulir C.Hasil maka di sejumlah TPS
dokumentasi perolehan suara peserta Pemilu dilakukan dalam berbagai
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10.

11.

media yang ditemukan di lokasi TPS seperti ditulis di kardus, di kertas
kosong atau kertas bekas, bahkan banyak yang akhirnya ditulis di kertas
“Saksi Mandat” peserta Pemilu. Kertas yang dibawa berupa surat

keterangan yang menyatakan yang bersangkutan adalah saksi mandat;

Bahwa tidak adanya dokumen pungut hitung dan rekapitulasi perolehan
suara pada sejumlah Distrik di atas, menjadikan kekacauan dan
kesimpangsiuran mengenai perolehan suara masing-masing calon. Hal ini
menjadikan rekapitulasi secara berjenjang juga pada akhirnya bermasalah;

Bahwa pada faktanya pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat
Distrik tidak dilakukan oleh PPD. Dengan kata lain tidak ada rekap di
tingkat distrik, dikarenakan salinan berita acara, formulir model C.Hasil
Model D.Hasil di Tingkat Distrik hilang atau diduga disembunyikan oleh
PPD. Di sinilah letak kecurangan itu terjadi, banyak dugaan utak atik suara
dilakukan oleh PPD senenaknya dengan melanggar seluruh aturan
kepemiluan baik dari UU maupun PKPU;

Bahwa pada faktanya Peneyelenggara Pemilu juga diketahui tidak
melakukan sosialisasi, dan menyipkan sarana informasi, tempat, alat,
waktu, surat salinan berita acara Model Chasil salinan, surat salinan
rekapan untuk mekanisme pengumutan suara secara, sistem noken, sitem
ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh DPT di tiap TPS ke PPS/KPPS ke
PPD, sehingga ditemukan PPD Distrik mengalihkan suara calon hasil sitem
Noken/Musyawarah Mufakat dan direkap semaunya oleh PPD secara
tersembunyi dan rekap suara atas nama beberapa calon Partai Politik;

Bahwa permasalahan lanjut ketika dilakasanakannya rekapitulasi tingkat
Kabupaten, ditemukan sejumlah masalah sebagai berikut:

a. Pembacaan rekapan hasil perolehan suara DPRD, DPRP, DPR-RI, DPD
dan Presiden tidak sesuai dengan hasil perolehan suara di lapangan
atau di setiap TPS, C.Hasil hilang tidak ditemukan;

b. Tidak adanya Pleno tingkat Distrik dan rekapan suara oleh PPK/PPD
dilakukan secara tersembunyi/rahasia tanpa melibatkan Panwas
Distrik;
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c. Tidak adanya undangan Pleno Kepada Partai Politik dan Saksi Partai;

d. Tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari delapan distrik selama pleno
berlansung, yang hadir hanya 2 (dua) orang angota PPD;

e. Dalam Pleno, 5 Komisioner KPU memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa
SK pemberentian dan nyatanya Status PPK masih aktif.

12. Bahwa atas dasar itu pula terbit surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Intan Jaya Nomor 254 sampai 259 Tahun 2024 yang pada
pokoknya memutuskan pemberhentian sementara 38 Anggota Panitia
Pemilihan Distrik (PPD) di Delapan Distrik Kabupaten Intan Jaya. Delapan
distrik tersebut yaitu Distrik Agisiga, Biandoga, Hitadipa, Homeyo,
Sugapa, Tumosiga, Ugimba dan Distrik Wandai. Surat pemberhentian
Sementara 38 Anggota PPD ditandatangani Ketua KPU Intan Jaya Nolianus
Kobogau ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2024 di Sugapa Intan Jaya;

13.Bahwa atas berbagai persoalan tersebut, terbit rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.0/K.PT/08/I11/2024 tertanggal,
05 Maret 2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Rekapitulasi
perhitungan suara Pleno Kabupaten Intan Jaya. Namun rekomendasi
tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun
2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten
sepanjang di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi
Papua Tengah Tahun 2024;



"LEGAL SOLUTION & CO

ITS Tower 6™ Floor Unit 2 Niffaro Park
-~ JI. Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan 12510

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk
pengisian calon anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan
Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari
Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai berikut:

PERINGKAT
NO. PARTAI POLITIK/NAMA
SUARA SAH | SUARA SAH
URUT CALON
CALON
(1) 2) 3) (4)
12 Partai Amanat Nasional
1 Tenos Nulini 0 o
2 Akulius Widigipa, S.M 3.744 1
3 Nelli Elisabet Kudiai 0 a*
4 Benyamin Pujau, S.Pt 0 3*
5 Fiktor Agimbau 0 3*
6 Aprilia Wijayanti 0 3*
7 Otoniel Wogoipa 0 o
8 Juminar Maizeni 0 3*
9 Tomas Agimbau 1.403 2

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan

putusan ini.

Atau

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk
melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Seluruh Distrik yang masuk
dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 meliputi: Distrik Biandoga, Distrik
Agisiga dan Distrik Tomosiga.

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
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Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERMOHON

Sahlan Adiputra Alboneh, S.H.,

\

5

Fahmi Sungkar, S.H., M.H. an Susilo Xdi Mamonto, S.H.,

M.H.

Thya Ulumudin, S.H. Regio Alfala Rayandra, S.H.



